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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Kejahatan transnasional atau Transnational Crime adalah sebuah ancaman terhadap 

suatu negara yang melibatkan lintas batas negara. Menurut penelitian yang dipublikasikan 

dalam Jurnal Lex Crimen, kejahatan transnasional mencakup berbagai bentuk kejahatan 

seperti terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan 

pencucian uang (Hasan, 2018). Kejahatan transnasional telah berkembang menjadi ancaman 

global yang kompleks dan dinamis, salah satunya adalah perdagangan manusia. Kejahatan 

ini melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja 

paksa, perbudakan modern, hingga pengambilan organ tubuh. Perdagangan manusia tidak 

hanya melanggar nilai-nilai fundamental hak asasi manusia, tetapi juga memberikan dampak 

destruktif terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, baik di tingkat nasional maupun 

internasional. 

Human Trafficking merupakan kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan 

untuk tujuan eksploitasi (Tim Hukum Online, 2023). Menurut Global Report on Trafficking 

in Persons 2022 oleh UNODC, perdagangan manusia mencakup eksploitasi dalam berbagai 

bentuk, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan domestik, dan pengambilan 

organ secara ilegal. Laporan ini menyoroti bahwa eksploitasi seksual tetap menjadi bentuk 

paling umum dari perdagangan manusia secara global. Perdagangan manusia atau human 

trafficking menjadi masalah internasional dikarenakan dalam prakteknya kasus ini melintasi 

wilayah Negara lain, sehingga hal tersebut dinilai dapat mengancam kedaulatan Negara lain. 

Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan dan juga pelanggaran berat hak asasi 
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manusia. Hal ini dapat membahayakan keamanan nasional serta ekonomi, dapat merusak 

supremasi hukum, dan juga dapat membahayakan kesejahteraan manusia. 

Human Trafficking merupakan masalah global yang kompleks mencakup berbagai 

bentuk eksploitasi yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, atau penahanan individu 

secara paksa yang terjadi di hampir semua negara. Eksploitasi seksual merupakan bentuk 

yang paling umum, di mana korban dijebak dalam pelacuran atau pornografi paksa dengan 

janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik; negara-negara seperti Thailand, Filipina, 

Moldova, dan Ukraina menjadi sumber maupun tujuan utama. Bentuk lain adalah kerja 

paksa, di mana korban dipaksa bekerja tanpa upah atau dalam kondisi buruk di sektor seperti 

pertanian, konstruksi, dan perikanan, terutama di wilayah Asia-Pasifik dan Timur Tengah. 

Pengambilan organ secara ilegal juga terjadi, dengan negara seperti Pakistan dan Mesir 

dilaporkan sebagai lokasi utama, di mana korban yang rentan dijanjikan kompensasi tetapi 

sering kali ditipu. Pernikahan paksa, yang banyak terjadi di Afghanistan, India, dan Afrika 

Sub-Sahara, umumnya melibatkan perempuan dan anak-anak yang dinikahkan tanpa 

persetujuan untuk tujuan eksploitasi. Sementara itu, kriminalitas paksa melibatkan 

individu—termasuk anak-anak yang dipaksa melakukan tindakan kriminal seperti pencurian 

atau penipuan, sebagaimana dilaporkan di Eropa dan Asia Tenggara (Tim Hukum Online, 

2023). 

Human Trafficking adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan 

memerlukan upaya global yang terkoordinasi untuk pencegahan, perlindungan korban, dan 

penegakan hukum terhadap pelaku. Organisasi internasional seperti PBB dan INTERPOL 

terus bekerja sama dengan negara-negara untuk mengatasi berbagai bentuk perdagangan 

manusia ini. Seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi jaringan kejahatan 

transnasional memanfaatkan kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi untuk 

memperluas aktivitas mereka. Kemudahan mobilitas lintas negara, peningkatan akses 
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digital, dan lemahnya regulasi di beberapa wilayah telah menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi para pelaku kejahatan. 

Berdasarkan data dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), 

memperkirakan bahwa lebih dari 150.000 orang diperdagangkan setiap tahun di Asia 

Selatan—perempuan dan anak perempuan masing-masing merupakan 44% dan 21% dari 

korban perdagangan manusia. Kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa 

tercatat sebagai bentuk perdagangan manusia yang paling umum di wilayah tersebut 

(Bussolo, 2022). Fakta ini menegaskan bahwa perdagangan manusia bukan hanya masalah 

moral dan kemanusiaan, tetapi juga ancaman terhadap perekonomian global dan keamanan 

internasional. Diskriminasi gender dan norma sosial yang merendahkan perempuan juga 

dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban perdagangan manusia, terutama untuk 

eksploitasi seksual atau kerja paksa (Wulandari & Wicaksono, 2014).  

 

 

 
Gambar 1. 1 Kasus Human Trafficking di Asia Selatan Tahun 2020-2023 

Sumber : diolah oleh penulis melalui data (UNODC, 2023) dan (State, 2021) 
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Diagram tersebut menyajikan data jumlah kasus Human Trafficking yang terjadi di 

negara-negara Asia Selatan selama periode 2020-2023. Dalam diagram ini terlihat India 

menempati posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi. Diikuti oleh Pakistan dan 

Bangladesh yang menempati posisi ketiga dengan 3.096 kasus. Angka ini cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan lainnya, kecuali India dan Pakistan. 

Tingginya angka human trafficking di Bangladesh. Kasus Human Trafficking di Bangladesh 

merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. 

Negara ini berperan sebagai sumber, transit, dan tujuan bagi perdagangan manusia, dengan 

korban yang meliputi perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang dieksploitasi untuk kerja 

paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya. Kemiskinan yang meluas, 

kurangnya pendidikan, dan ketimpangan gender menjadi faktor utama yang membuat 

individu rentan terhadap perdagangan manusia. Selain itu, korupsi di tingkat pemerintahan 

dan penegakan hukum yang lemah memperburuk situasi, memungkinkan jaringan 

perdagangan manusia beroperasi dengan impunitas. 

Human Trafficking di Bangladesh tidak hanya terjadi secara domestik, tetapi juga 

melibatkan jaringan internasional. Setiap tahun, diperkirakan sekitar 50.000 perempuan dan 

anak-anak Bangladesh diselundupkan ke India untuk dieksploitasi secara seksual di distrik 

lampu merah seperti Kolkata, Delhi, dan Mumbai. Selain itu, perempuan Bangladesh yang 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara-negara Timur Tengah sering kali menjadi 

korban kerja paksa dan eksploitasi seksual. Di dalam negeri, anak-anak dan perempuan yang 

rentan dieksploitasi di rumah bordil, dengan beberapa dipaksa mengonsumsi steroid untuk 

meningkatkan daya tarik mereka kepada pelanggan. 

Krisis pengungsi Rohingya juga telah menambah kompleksitas masalah perdagangan 

manusia di Bangladesh. Sejak 2017, lebih dari satu juta pengungsi Rohingya telah melarikan 

diri dari Myanmar ke Bangladesh, banyak di antaranya tinggal di kamp-kamp pengungsi 
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yang padat dan kekurangan sumber daya. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan 

terhadap perdagangan manusia, dengan perempuan dan anak-anak Rohingya sering kali 

direkrut untuk pekerjaan domestik yang berujung pada eksploitasi seksual. Beberapa bahkan 

diselundupkan ke negara-negara tetangga seperti India dan Nepal untuk dieksploitasi lebih 

lanjut. 

Bangladesh, sebagai negara dengan populasi besar, tingkat kemiskinan yang 

signifikan, dan lokasi geografis strategis di Asia Selatan, menghadapi tantangan serius dalam 

isu perdagangan manusia. Bangladesh memiliki posisi yang strategis di Asia Selatan, 

berfungsi sebagai negara transit bagi negara-negara Asia Selatan termasuk India, Nepal, 

Pakistan, Sri Lanka, dan Bhutan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Rute utama 

perdagangan manusia ini dimulai dari Dhaka, lalu ke Mumbai di India, Karachi di Pakistan, 

kemudian Dubai (Permana, Peran dan Upaya United Nations Office On Drugs And Crime 

(UNODC) Dalam menanggulangi Human Trafficking di Bangladesh Tahun 2017-2021, 

2023). Para pelaku dari perdagangan manusia ini menggunakan 20 titik transit yang letaknya 

berada di 16 distrik dengan tujuan untuk menyelundupkan manusia dari Bangladesh ke India. 

Posisi strategis ini justru menjadi faktor tingginya kasus Human Trafficking di Bangladesh. 

Walaupun Bangladesh telah memiliki kerangka hukum untuk menangani isu 

perdagangan manusia, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala. 

Keterbatasan dalam penegakan hukum, kurangnya bukti yang memadai, dan lambatnya 

proses penanganan kasus menyebabkan banyak pelaku perdagangan manusia tetap bebas, 

sementara korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu, keberadaan 

hukum internasional seperti Protokol Palermo Tahun 2000 belum sepenuhnya diterapkan 

secara efektif di tingkat domestik, sehingga menghambat upaya kolaborasi antarnegara (Baiq 

Lekar Sinayang Wahyu Wardhani, 2023). 
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Bangladesh menunda aksesi terhadap Protokol Palermo selama 16 tahun sejak 

diberlakukannya pada tahun 2003. Protokol Palermo adalah instrumen internasional yang 

bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia. Protokol ini diadopsi oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada tahun 2003. Penundaan ini 

disebabkan oleh beberapa faktor internal yang kompleks, termasuk tantangan dalam 

mengatasi tingginya kasus perdagangan manusia, khususnya perdagangan seksual. Alasan 

utama penundaan tersebut adalah ketidaksiapan Bangladesh dalam memenuhi "biaya 

kedaulatan" yang terkait dengan Protokol Palermo. Protokol ini mengharuskan negara- 

negara anggota untuk menyesuaikan hukum nasional mereka agar sejalan dengan standar 

internasional dalam pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban perdagangan 

manusia. Pada saat itu, Bangladesh belum memiliki kerangka hukum dan institusional yang 

memadai untuk memenuhi persyaratan tersebut. 

Meskipun Bangladesh telah lama menghadapi masalah perdagangan manusia yang 

signifikan, terutama dalam bentuk perdagangan seks, negara ini baru mengaksesi Protokol 

Palermo pada tahun 2019, setelah penundaan selama 16 tahun sejak protokol tersebut mulai 

berlaku (Baiq Lekar Sinayang Wahyu Wardhani, 2023). Pada periode 2016-2019 ini, terjadi 

peningkatan signifikan dalam jumlah kasus perdagangan manusia di Bangladesh, yang 

meningkatkan tekanan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas dalam 

memberantas kejahatan ini. 

Melihat masalah ini UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) sebagai 

Organisasi Internasional yang menangani masalah narkoba dan kejahatan transnasional 

memiliki peran dalam menangani kasus tersebut. UNODC mengimplentasikan salah satu 

program utama yaitu Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the 

Smuggling of Migrants (GLO.ACT). Program ini merupakan inisiatif kerja sama antara Uni 

Eropa dan UNODC, yang bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam memperkuat 
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respons mereka terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran (Bangladesh, 

2023). GLO.ACT mencakup berbagai aktivitas, seperti pelatihan bagi penegak hukum, 

penyusunan kerangka kebijakan yang lebih efektif, serta pengembangan mekanisme 

perlindungan bagi korban. Di Bangladesh, GLO.ACT telah memainkan peran penting dalam 

meningkatkan kapasitas pemerintah dan lembaga terkait melalui pelatihan intensif, advokasi, 

serta pendampingan teknis dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia secara 

komprehensif. 

Human Trafficking di Bangladesh dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang 

saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan yang meluas, yang mendorong 

individu untuk mencari peluang ekonomi di luar negeri atau di kota-kota besar. Trafficker 

sering mengeksploitasi keinginan ini dengan menawarkan pekerjaan palsu atau janji 

kehidupan yang lebih baik, yang pada akhirnya menjebak korban dalam situasi eksploitasi. 

Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan kerja membuat 

banyak orang rentan terhadap tipu daya para pelaku perdagangan manusia. Studi 

menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi rendah 

lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia di Bangladesh. 

Diskriminasi gender dan norma sosial yang patriarkal juga memainkan peran 

signifikan dalam perdagangan manusia di Bangladesh. Perempuan dan anak perempuan 

sering kali dianggap sebagai beban ekonomi, yang membuat mereka lebih rentan terhadap 

eksploitasi. Pernikahan dini dan pernikahan paksa masih umum terjadi, yang dapat 

menyebabkan perempuan muda terjebak dalam situasi perdagangan manusia. Kurangnya 

kesadaran tentang hak-hak individu dan ketidaksetaraan gender memperburuk situasi ini, 

memungkinkan pelaku perdagangan manusia untuk mengeksploitasi korban dengan lebih 

mudah. 
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Faktor lain yang memperparah perdagangan manusia di Bangladesh adalah lemahnya 

penegakan hukum dan korupsi. Meskipun pemerintah telah mengesahkan undang-undang 

untuk mencegah dan menindak perdagangan manusia, implementasinya sering kali 

terhambat oleh kurangnya sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga. Korupsi 

di berbagai tingkat pemerintahan memungkinkan pelaku perdagangan manusia untuk 

beroperasi dengan impunitas, memperburuk situasi bagi korban. Kurangnya perlindungan 

bagi korban dan minimnya upaya rehabilitasi juga menjadi tantangan dalam memerangi 

perdagangan manusia di negara ini. 

Pada tingkat internal, kondisi kemiskinan struktural dan rendahnya akses pendidikan 

telah menjadi pemicu utama human trafficking di Bangladesh. Data menunjukkan bahwa 

lebih dari 27 juta penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan tingkat pengangguran 

yang tinggi membuat masyarakat desa rentan terhadap janji palsu pekerjaan oleh jaringan 

kriminal (Security World BD, 2021). Selain itu, ketimpangan gender, dengan diskriminasi 

terhadap perempuan sejak lahir dan terbatasnya kesempatan ekonomi, membuat perempuan 

dan anak perempuan lebih mudah dieksploitasi untuk tujuan seksual dan kerja paksa . 

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat miskin juga memudahkan trafficker 

memanipulasi korban tanpa takut akan penegakan hukum . 

Dampak dari kondisi ini sangat terlihat pada tingginya angka kasus trafficking. 

Survei menunjukkan bahwa sekitar 400 perempuan dan anak perempuan menjadi korban 

setiap bulan, dan lebih dari satu juta mengalami traffiking selama tiga dekade terakhir 

(Mahin, 2024) . Mayoritas kasus dipicu oleh kesenjangan sosial-ekonomi, dimana 

masyarakat yang terdampak bencana alam seperti banjir atau siklon semakin rentan terhadap 

perangkap trafficker . Politik lokal yang lemah dan minimnya perhatian terhadap isu 

trafficking, menyebabkan pemerintah sulit memprioritaskan kebijakan anti-trafficking, 

sehingga ruang bagi sindikat kriminal semakin lebar . 
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Faktor eksternal turut memperburuk situasi, terutama melalui permintaan tenaga 

kerja murah di negara-negara maju. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan UEA 

menjadi tujuan mayoritas pekerja migran Bangladesh, namun tingginya biaya perekrutan, 

termasuk up to USD 6.000, membuat banyak dari mereka terjebak dalam hutang dan kerja 

paksa . Selain itu, lemahnya kontrol perbatasan, khususnya di jalur darat menuju India dan 

di perairan Teluk Benggala, memudahkan traffickers melakukan perpindahan korban secara 

ilegal tanpa hambatan signifikan. 

 

 

 
 

Gambar 1. 2 Kasus Human Trafficking Bangladesh Tahun 2020-2023 

Sumber : diolah oleh penulis melalui data (UNODC, 2023) dan (State, 2021) 

Diagram di atas menunjukkan jumlah kasus human trafficking di Bangladesh selama 

periode 2020-2023 yang terlihat adanya fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2020 tercatat 730 kasus human trafficking, angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 

menjadi 694 kasus. Namun, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022, 

dengan jumlah kasus 1.192 kasus yang merupakan angka tertinggi dalam periode empat 

tahun ini. Pada tahun 2023, jumlah kasus kembali menurun drastis menjadi 480 kasus yang 

meripakan angka terendah sepanjang periode 2020-2023. Fluktuasi ini mencerminkan 
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dinamika dalam upaya pemberantasan kasus human trafficking di Bangladesh. Peningkatan 

pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan pelaporan atau eskalasi kasus, sedangkan 

penurunan pada tahun 2023 mencerminkan dampak dari intervensi kebijakan atau program 

pencegahan seperti adanya program GLO.ACT oleh UNODC. 

Program GLO.ACT (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling 

of Migrants) merupakan inisiatif bersama antara Uni Eropa dan Kantor PBB untuk Narkoba 

dan Kejahatan (UNODC), yang diluncurkan secara global pada tahun 2015. Tujuannya 

adalah untuk membantu negara-negara dalam mengembangkan dan menerapkan respons 

nasional yang komprehensif terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran. 

Program ini dilaksanakan dalam beberapa fase, dengan fokus pada berbagai wilayah 

geografis. 

Bangladesh bergabung dalam program GLO.ACT pada tahun 2018 melalui 

peluncuran GLO.ACT-Bangladesh, sebuah inisiatif empat tahun (2018–2022) yang didanai 

oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNODC bekerja sama dengan Organisasi 

Internasional untuk Migrasi (IOM) serta Pemerintah Bangladesh. Program ini bertujuan 

untuk memperkuat kapasitas nasional dalam mencegah dan menangani perdagangan 

manusia serta penyelundupan migran melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk 

penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan 

penyediaan bantuan langsung kepada korban. 

Sejak peluncurannya, GLO.ACT-Bangladesh telah melaksanakan berbagai kegiatan, 

seperti lokakarya peningkatan kapasitas, konsultasi nasional, dan pengembangan sistem 

pengumpulan data untuk memantau dan mengevaluasi kasus perdagangan manusia. 

Misalnya, pada Oktober 2022, UNODC dan Pemerintah Bangladesh meluncurkan Studi 

Nasional Pertama tentang Perdagangan Orang di Bangladesh, yang memberikan gambaran 
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komprehensif tentang situasi perdagangan manusia di negara tersebut dan 

merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan respons nasional. 

Partisipasi Bangladesh dalam program GLO.ACT mencerminkan komitmen negara 

tersebut untuk memperkuat upaya nasional dalam memerangi perdagangan manusia dan 

penyelundupan migran. Melalui GLO.ACT, Bangladesh menerima dukungan teknis dan 

pelatihan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait, memperkuat kerangka 

hukum, dan meningkatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam 

menangani isu-isu tersebut. 

Program Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants 

(GLO.ACT) yang diinisiasi oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah 

memainkan peran signifikan dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di 

Bangladesh. Melalui GLO.ACT-Bangladesh, UNODC bekerja sama dengan pemerintah dan 

organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan respons nasional yang komprehensif 

terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran dengan intervensi yang terarah, 

inovatif, dan berdasarkan permintaan (UNODC, 2020). Upaya ini mencakup pengumpulan 

dan digitalisasi data terkait perdagangan manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pola dan tren kejahatan tersebut. 

GLO.ACT menjadi proyek yang sangat sistematis dengan melihat semua aspek 

legislasi, kelembagaan, dan kapasitas terhadap negara Bangladesh sebagai targetnya dalam 

membantu menangani kasus human trafficking (UN MIGRATION, 2024). UNODC bekerja 

sama dengan pemerintah Bangladesh untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya 

perdagangan manusia dan cara melindungi diri. Selain itu, UNODC juga mendukung 

pengembangan database nasional dan regional untuk memantau pola perdagangan manusia, 

yang membantu dalam mendeteksi jaringan kejahatan dan menyusun kebijakan berbasis 

bukti. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperkuat respon terhadap perdagangan 
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manusia, baik di tingkat lokal maupun global dalam mengatasi atau menurunkan angka kasus 

human trafficking sebagai kejahatan transnasional. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana UNODC 

sebagai organisasi internasional menjalankan perannya dalam menangani kasus human 

trafficking di negara Bangladesh melalui implementasi program GLO.ACT untuk melihat 

langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. Berdasarkan 

penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul “Peran UNODC Dalam 

Menangani Kasus Human Trafficking Melalui Program GLO.ACT di Bangladesh Tahun 

2020-2023”. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahannya dapat dirumuskan menjadi “Bagaimana Peran UNODC Dalam Menangani 

Kasus Human Trafficking Melalui Program GLO.ACT di Bangladesh Tahun 2020-2023 ” 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran UNODC sebagai organisasi 

internasional yang bergerak di bidang narkoba dan kejahatan, dalam menangani kasus 

Human Trafficking melalui program GLO.ACT di Bangladesh pada tahun 2020-2023. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan 

menambah pengetahuan khusunya bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mengenai 

kasus Human Trafficking di Bangladesh yang merupakan sebuah kasus pelanggaran hak 

asasi manusia yang cukup berat dan bagaimana peranan organisasi internasional yang dalam 

hal ini ialah UNODC melalui suatu program dalam menangani kasus perdagangan manusia 
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di Bangladesh. Serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan 

meneliti isu tersebut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
 

Penlitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam 

menangani kasus human trafficking dengan menawarkan wawasan dalam merumuskan 

kebijakan yang lebih efektif, seperti yang dilakukan UNODC di Bangladesh. Penelitian ini 

juga dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum melalui 

pelatihan dan peningkatan koordinasi. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk 

merancang program advokasi dan edukasi masyarakat mengenai bahaya perdagangan 

manusia. 
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